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ABSTRAK
Azsalamu alaitkum wr, Wh

Masalah pajak adalah masalah masyarzkal dan negara, dimana seliap orang
yang hidup didalam suatu negara pastilah akan berurusan dengan pajak. Oleh
karena itu setiap angpota masyarakat harus mengetahui segala permasalahan yang
berhubungan dengan pajak, seperti : jenis-jenis pajak vang berlaku, tata cara
pembayaran pajak, serta hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, Pajak adalah
suatu sumber pemasukan bagi kas negara, diantaranya adalah Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) yang diatur dengan UL No. 12 tahun 1983 jo UU No. 12 tahun
1994 dan UU No. 6 tahun 1983 jo UU No. 9 tahun 1994 jo UU No. 16 tahun 2000
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana pada pasal 25-nva
diatur mengenai keberatan. Hal ini vang mengilhami penulis untuk menulis
skripsi dengan judul * Pelaksanaan Pengajuan Keberatan Atas SPPT PREB Di
Kotamadya Padang” dengan permasalahan mengenal prosedur pemungutan
PBB. prosedur pengajuan keberatan atas SPPT PBB oleh wajib pajak, kendala
yang timbul sekitar pengajuan keberatan atas SPPT PBB dan upaya-upaya vang
dilakukan Kantor Pelayanan PBB dalam rangka peningkatan  pelayanan
pemungutan PBB.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, metode
pengumpulan data baik sekunder maupun primer. Terhadap data sekunder
dilakukan dengan wawancara dengan menggunakan teknik Purposive Sampling
dan coding yang disajikan secara kualitatif dalam bentuk skripsi.

Skripsi ini menguraikan prosedur pemungutan PBB dan prosedur pengajuan
keberatan atas SPPT PBB, selanjutnya akan diketahui kendala yane timbul sekitar
pengajuan keberatan atas SFPT PBB serta upaya-upayva yvang dilakukan Kantor
Pelavanan PBI dalam rangka peningkatan pelayanan PBB.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur pemungutan
PBB menerapkan Sistem Tempat Pembayaran (Sistep), pengajuan keberatan
digjukan kepada Dirjen Pajak cq. Kepala Kantor Pelayanan PBB setempat, surat
keberatan itu berlaku hanya untuk 1 (satu) tahun pajak yang diajukan dan dalam
rangka peningkatan pelayanan, Kantor Pelavanan PBR menerapkan Pelayanan
Satu Tempat (PST).



BAB 1

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Pada pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara
Indenesia adalah memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan di segala
bidang. Negara juga memberikan kesempatan bagi setiap rakvat Indonesia untuk
memanfaatkan bumi dan kekayaan alam Indonesia tersebut untuk peningkatan
kesejahteraan hidupnya. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria
dinyatakan bahwa ;
Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam vang terkanduny
didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang
Maha Esa adalah bumi, air dan ruang anglkasa bangsa Indonesia dan merupakan
kekavaan nasional

Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan
kekayaan alam Indonesia, maka sudah sewajarnya jika ia menyerahkan sebagian
dari kenikmatan vang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak dan
salah satunya adalah membayar Pajak Bumi dan Bangunan vang lebih terkenal
dengan sebutan PRR',

Sebelum adanya pembaharuan di bidang perpajakan pada tahun 1984,
sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia masih didasarkan kepada peraturan

zaman kolonial yang walaupun telah berkali-kali diubzh, tetapi belum lagi

'S Munawir, Perpajakan, Liberty, Yogyakarta, 1992 | hal 307.



mencapal sasaran bahkan sering menyebabkan tumpang tindih antara satu pajak
dengan pajak lainnya.

Hal tersebut telah mengakibatkan beban pajak berganda pada masyarakat
scbagal wajib pajak dan pada akhirnya menyebabkan berkurangnya minat serty
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.”

Akibat kelemahan sistem pemungutan pajak tersebut, maka di pandang
perlu untuk mengadakan pembaharuan terhadap sistem perpajakan vang berlaku
dengan sistem yang lebih sederhana, Penyederhanaan dalam perpajakan tersebul

meliputi :

Penyederhanaan dalam hal macam-macam pungutan atas tanah dan bangunan.

]

Penyederhanaan dalam hal tarif pajak.

Penyederhanaan dalam hal pembayarannya,

Ll

Dengan adanya sistem perpajakan dan sistem pemungutan pajak vang
sederhana. diharapkan penerimaan pajak akan meningkat, karena sehagian besar
dari penerimaan pajak tersebut diserahkan kepada Pemerintah Dacrah dan hasil
penerimaan itu digunakan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang
bersangkutan.

PBB merupakan salah satu jenis Pajak  Pusat yang pemungutannva
diserahkan kepada Pemerintah Daerall. Sesuaj dengan sistem perpajakan vang
baru dalam pemungutan pajak berlaky Self-Assessment System, yang artinya
kewenangan untuk perhitungan dan pelaporan pajak diserahkan untuk dilakukan
oleh wajib pajak sendiri. Sehingga fiscus atau aparatur pajak dalam hal ini hanya

S bid



BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dan penelitian dan pembahasan di atas akhirnya dapat disimpulkan,

sebagail berikut :

Tt

Prosedur pemungutan PBB oleh Kantor Pelavanan PBB Padane dilakukan
secara sistematis, schingga dapat dilaksanakan pengawasan secara cfekuf
dan efisien, vaitu dengan menerapkan Sistem Tempat Pembavaran {Sistep)
untuk mempermudah pemungutan dan pembayaran PBDB oleh wajib pajak.
Dengan sistem tempat pembayaran yang diterapkan itu wajib pajak harus
membayvar pada tempat yang telah ditetapkan.

Pengajuan keberatan terhadap SPPT PBB oleh wajib pajak diajukan
kepada Dirjen Pajak cq. Kepala Kantor Pelayanan PBB setempat dengan
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sehingga surat keberatan it
dapat diproses dan sclanjutnya akan dikeluarkan surat keputusan atas
pengajuan keberatan itu dalam jangka wakiu 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya surat keberatan inr

Kendala vang timbul atas pengajuan keberaten oleh wajib pajak adalah
dari segi waktu, di mana hanya dalam jangka wakiu 1 tahun surat
keberatan ilu berlaku, Sehingga sctiap tahunnva wajib pajak harus
mengajukan surat Keberatan pada Kantor Pelayvanan PBB setempat, jika ia

merasa keberatan atas SPPT PBB vaneg telah ditenimanya.
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